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Seiring pesatnya kemajuan zaman, lembaga keuangan syariah harus bisa
memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan
lebih variatif serta sesuai syariah. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator,
konsultan, dewan syari’ah dan akademisi bidang Ekonomi Islam untuk kreatif
merespon perkembangan tersebut. Solusi yang diberikan ialah dengan penggabungan
beberapa akad (multi akad/hybrid contracts). Akad dalam lembaga keuangan syariah
tidak lagi sesederhana seperti yang ada dalam kitab figh klasik tapi bertransformasi
menjadi akad-akad hybrid dan bertingkat-tingkat. Oleh karena akad-akad muamalah
sederhana/klasik tersebut pada dasarnya bukan akad yang dapat diterapkan dalam
sistem keuangan modern maka diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan
akad-akad tersebut sehingga aplikatif dalam sistem keuangan Islam. Yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja produk lembaga keuangan syariah
yang menggunakan helah dan hybrid conracts (al-’ukud al-murakkabah) dan
Bagaimanakah perspektif figh mauamalah mengenai helah dan hybrid conracts (al-
"ukud al-murakkabah). Inovasi pengembangan produ ksyariah melalui FATWA DSN
MUI hybrid contract smerupakan keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan akan
produk transaksi di bidang keuangan syari’ah, hybrid contracts yang ada pada produ
kkeuangan syariah mendapat legitimasi dari FATWA DSN MUI. Namun ada
beberapa dalil yang secara khusus menerangkan tentang penggabungan beberapa
akad dalam beberapa konteks saja seperti menggabungkan jualbeli dengan jualbeli
(bay al-’inah), bay dengan garddan lain sebagainya. Dari beberapa produk keuangan
syariah ada sebagian hybrid contracts yang bertentangan dengan nash dan lebih
identik kepada helah ziyadahribawi, sepertiga dari ema smenggunakan akad
rahndanijarah, talangan haji menggunkan akad garddanijarah, dan di pasar komudita
ssyariah lebih menyerupai bay al-‘inahataupuntawarugmunazom yang menjadi
helahribawi.

Kata Kunci: Helah, Hybrid, Keuangan Syariah, Figh Muamalah.
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PENDAHULUAN

Seiring pesatnya kemajuan zaman, lembaga keuangan syariah harus bisa
memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan
lebih variatif serta sesuai syariah. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator,
konsultan, dewan syari’ah dan akademisi bidang Ekonomi Islam untuk kreatif
merespon perkembangan tersebut. Solusi yang diberikan ialah dengan penggabungan
beberapa akad (multi akad/hybrid contracts). Akad dalam lembaga keuangan
syariah.tidak lagi sesederhana seperti yang ada dalam kitab figh klasik tapi
bertransformasi menjadi akad-akad hybrid dan bertingkat-tingkat. Oleh karena akad-
akad muamalah sederhana/klasik tersebut pada dasarnya bukan akad yang dapat
diterapkan dalam sistem keuangan modern maka diperlukan upaya-upaya untuk
mentransformasikan akad-akad tersebut sehingga aplikatif dalam sistem keuangan
Islam.

Penggabungan akad pada saat sekarang merupakan sebuah keniscayaan,
Namun tidak menutup kemungkinan penggabungan beberapa akad yang secara zahir
diperbolehkan tetapi ia dapat saja menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilarang.
Seperti aplikasi penggabungan akad yang diharamkan terdapat dalam hadis adalah
bai’ al-‘inah, penggabungan jual beli dengan salaf (hutang).Oleh sebab itu
penggabungan akad dalam lembaga keuangan harus diteliti lebih lanjut untuk
mempertimbangkan dalil dalil yang ada dan supaya hybrid contract tidak menjadi
helah ribawi sebagaimana jual beli ‘inah yang semua wulama sepakat
mengharamkanya.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja produk lembaga keuangan syariah yang menggunakan helah dan hybrid
conracts (al-’ukud al-murakkabah)?

2. Bagaimanakah perspektif figh mauamalah mengenai helah dan hybrid conracts (al-
"ukud al-murakkabah) ?
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PEMBAHASAN

Di era transkasi keuangan modern yang semakin kompleks, dibutuhkan design
kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dengan hibryd
contract (multiakad), atau biasa disebut al-ukud al-murakkabah. Bentuk akad tunggal
sudah tidak mampu merespon kebutuhan akan transaksi keuangan kontemporer
Kombinasi akad di zaman sekarang merupakan sebuah keniscayaan. Cuma
masalahnya, sabda-sabda Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan penggabungan
akad Two in one teradang diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak
pas konteksnya. Artinya, kontrak yang mengandung two in one terlarang dalam
syariah. Larangan tersebut digenerasilisasi untuk seluruh kontrak, sehingga setiap
kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan
syariah. Di sinilah diperlukan tinjauan hukum lebih yang komprehensif mengenai
hybrid contract.

Adapun definisi hybrid contract:
Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad
atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, gardh,
muzara'ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.-- sehingga
semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan
kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat

dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.
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NO NAMA PRODUK AKAD FATWA DSN
1 |murabahah wal wakalah murabahah dan wakalah no: 04/dsn-muifiv/2000
2 |giro mudharabah dan wadi'ah no: 01/dsn-muifiv/2000
3 Itabungan mudharabah dan wadi'ah no: 02/dsn-muifiv/2000
4 Iimbt ﬁarah dan wa'ad hibah dan bai’ nomor. 27/dsn-muifii/2002
5 Isyariah charge card |i<afa|ah, jjarah dan qard nomor: 42/dsn-mui/v/2004
6 [pembiayaan multijasa ijarah dan kafalah no. 44/dsn-mui/viii’2004
7 |ﬂne facility mudharabah,musyarakah dan ijarah. Jno. 45/dsn-muifii’2005
8 Imudharabah musytarakah, mudharabah dan akad musyarakah.  [no: 50/dsn-muifiii’2006
9 [asuransi syariah mudharabah dan akad musyarakah. ~Jno: 51/dsn-muiif2006
10 Jgadai emas rahn dan ijarah nomor: 26/dsn-muifii/2002
11 Jtalangan haji qard dan ijarah nomor: 29/dsn-mui/vi’2002
12 pembiayaan rekening koran syari'ah  Jdan qard nomor: 30/dsn/vi2002
13 Jpengalihan utang muntahiya bitamlik nomor: 31/dsn-mui/vil2002
14 Jobligasi syari'ah musyarakah,murabahah, salam, nomor: 32/dsn-mui/ix/2002
15 Jletter of credit (I/c) impor syari'ah murabahah,salam/istishna’, nomor: 34/dsn-mui/ix/2002
16 |letter of credit (I/c) ekspor syari'ah musyarakah dan al-bai’. nomor: 35/dsn-mui/ix/2002
pasar uang antarbank berdasarkan musyarakah
17 |prinsip syari‘ah -qardh, wadiah, . al-sharf no: 37/dsn-mui/x/2002
18 Jobligasi syari'ah ijarah Fjarah, wakalah no: 41/dsn-muifiil2004
akad mudharabah musytarakah
19 [pada asuransi syariah mudharabah dan akad musyarakah. [no: 51/dsn-mui/iii/2006
20 |syariah card kafalah, ijarah dan qard no: 54/dsn-mui/x/2006
21 |waran syariah bai dan wa'ad nomor: 66/dsn-muiliii’2008
22 Ianjak piutang syariah wakalah bil ujrah dan qard nomor: 67/dsn-muifii/2008
23 [surat berharga syariah negara listishna’; akad lain no: 69/dsn-mui/vi/2008
24 |sale and lease back bai' dan ijarah no: 71/dsn-mui/vi/2008
Ifurat berharga syariah negara bai' dan ijarah, ijarah; mudharabah;
25 [iiarah sale and lease back musyarakah; istishna’; akad lain no: 72/dsn-mui/vi/2008
26 [musyarakah mutanaqisah musyarakah, wa'ad dan bai' no: 73/dsn-mui/xi/’2008
27 Jprinsip syariah dibursa komuditi mughayadah, bay murabahah, bay  [no: 82/dsn-muifviii’2011

Terdapat tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan
hybrid contract. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan, pertama larangan bai’ dan salaf,
kedua, larangan bai’ataini fi bai’atin, dan ketiga larangan shafqataini fi shafqatin.
Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker

syariah tentang larangan akad two in one dalam satu transaksi.
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Hadis pertama :
Gl fsha 0 ASiay Gl AaaT 8155 (i b (i OB 8 A1 sl (8 ) 0B 438 50
Oa

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam
melarang dua jual-beli dalam satu transaksi jual-beli. Riwayat Ahmad dan Nasa'i.
Hadits shahih menurut Tirmidzi. Hadits No. 818.

Hadis kedua:
Dalam sebuah hadis disebutkan:

(JAA\D‘JJ)&J}&M}@JUQWM‘%@-\“UQEﬁ)ALf“u;

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad)?
Hadis ketiga :
(Lo 31 a3l 418 daly (B ofaln £ (2 ) 12313 (Y0
Menurut riwayat Abu Dawud: Barangsiapa melakukan dua jual-beli dalam satu
transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba'. Hadits No. 819 3
8aal y (iffha (A (piiba (e B Al Jsu ) o6
Artinya: Nabi SAW melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad]
(HR ahmad) *
Dari penafsiran beberapa hadist yang berkaitan dengan penggabungan akad
tidak bisa diterapkan secara mutlak karena merujuk kepada makna dan tekstual hadis

yang dilarang hanya bay al-inah karena menjadi helah kepada riba, dua harga dalam

1 Al-Asqlany, Ibnu Hajar, Bulughul Maram Min Adilati Ahkam, (e-book pustaka al-hidayah)
versi-2.0.

2 Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 2, (Beirut: Dar al-lhyai al-Turats
al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3,h. 178

3 Al-Asqlany, Ibnu Hajar,Bulughul Maram Min Adilati Ahkam, (e-book pustaka al-hidayah)
versi-2.0.

4 Imam Malik ibn Anas, AI-Muwaththa’, j. 2, (beirut: tt.) h. 663
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satu jula beli dilarang karena akan menimbulkan gharar dalam jual beli serta larangan
menggabungkan jual beli dan pinjaman.

Akan Tetapi kaidah figih yang dipakai menjadi dasar dalam membolehkan
multi akad, ditinjau dari asal usul kaidah, kaidah figih ini tersebut sebenarnya cabang

dari (atau lahir dari) kaidah figih lain yaitu :

paoad Ny bojsalldal Wb a YW, 80y

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang
mengharamkan.”

Kaidah figih tersebut (al-ashlu fi al-asy-ya' al-ibahah) sebenarnya hanya
berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada muamalah. Sebab
muamalah bukan benda, melainkan serangkaian aktivitas manusia. Dan nash-nash®
yang mendasari kaidah al-ashlu fi al-asy-ya al-ibahah berbicara tentang hukum
benda (materi), misalnya hewan atau tumbuhan, bukan berbicara tentang mu’amalah
seperti jual beli. Selanjuntnya kaidah figih al-ashlu fil muamalat al-ibahah juga
bertentangan dengan nash syara’ sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syara’ yang
dimaksud adalah hadits-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa para sahabat
selalu bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah SAW dalam muamalah mereka.
Kalau benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu para shahabat akan langsung
beramal dan tak perlu bertanya kepada Rasulullah SAW.

Salah satu hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagai berikut :

5 Al bagarah 29
sl IS 509 il il 505 LAl ) L5l 5 e 20V 36 oS0 Tale sl 5o
’;&

29. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui
segala sesuatu.
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Dari Hakim bin Hizam RA, dia berkata,”Aku bertanya,”Wahai Rasulullah

SAW, sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagiku dan
yang haram bagiku?’ Rasulullah SAW menjawab,’Jika kamu membeli suatu barang,
jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu.” (HR Ahmad).

Dari hadis di atas tergambar bahwa sahabat Nabi SAW bertanya kepada
Rasulullah SAW dalam masalah muamalah sebelum berbuat. Jika asal muamalah itu
boleh, tentunya hakim bin hizam bermuamalah dan tidak perlu bertanya kepada
Rasulullah SAW. Dengan demikian hadis Hakim bin Hizam RA ini dengan jelas
menunjukkan bahwa kaidah al-ashlu fi al muamalat al-ibahah adalah kaidah yang
tidak relevan untuk diterapkan dalam masalah ini.

Lebih lanjut lafal shafgataini fi shagah wahidah (dua kesepakatan dalam satu
kesepakatan) secara mutlak, tanpa disertai batasan atau sifat tertentu, misalnya
kesepakatan yang disertai hal-hal yang haram. Jadi yang dilarang adalah
penggabungan akad, secara mutlak. Tanpa melihat lagi apakah penggabungan akad
ini disertai keharaman atau tidak. Hal ini menjadi mutlak apabila didasarkan kepada
kaidah ushul figih yang menyebutkan : al-muthlaqu yajri ‘ala ithlaqihi maa lam yarid
dalil at-taqyid (lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang
membatasinya).® Dalam hal ini tidak terdapat nash men-taqyid (batasan) pada
kemutlakan nash-nash tersebut, sehingga dengan demikian penggabungan akad
dilarang secara mutlak.

Ibnu gayim memberi komentar tentang lafal hadis yang senada shafgatain fi
shafgatin wahidah (dua transaksi dalam satu transaksi). Banyak tafsir tentang hadits
ini Pendapat yang dipilih (r4jih) adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad
demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba.

Misal : penjual menawarkan dua harga atau beberapa harga kepada pembeli,

misalnya, harga barang jika kontan Rp 10 juta, jika cicilan Rp 12 juta, kemudian

6Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Figh Al-Islami, cet. 1/ h. 208.

ISSN: 1693-8712 (p)

N
2502-75B5 (e) 'Eﬁb

KERINCI

47



Jurnal Islamika
Volume 17, Nomor 2 Tahun 2017
[Mursal, Yuserizal, Helah dan Hybrid .....]

pembeli menerima (mengucapkan gabul), tanpa terlebih dahulu memilih salah satu
harganya, Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas harganya (gharar).Misalnya:
seseorang menjual suatu barang dengan cicilan, dengan syarat pembeli harus menjual
kembali kepada orang yang menjual itu dengan harga lebih rendah secara kontan.
Akad al-’Inah seperti ini merupakan hilah dari riba. Inilah yang disebut bai’ al’inah.
Menurut Ibnu Qayyim, penafsiran inilah yang paling kuat.”

Dari beberapa penjelasan di atas pendapat yang paling rajih adalah yang
membolehkan multi akad karena keumuman lafal nash hadis yang terakhir
shafqgataini fi shagah wahidah mempunyai beberapa penafsiran. Penulis berpedoman
kepada kaedah :

“an-nahyu bi ghayri ad-dalilu mardudun” (Larangan tanpa ada dalil yang
jelas maka tertolak) Tapi dengan ketentuan : Tidak boleh bertentangan dengan nash
Agama serta juga Tidak menjadi Hilah kepada Riba ataupun akibat Multi akad
menyebabkan jatuh ke riba. Dalam pembentukan produk keuangan syariah sesuai
dengan dasar fatwa dewan syariah nasional MUI ada beberapa prodak yang identik
dengan helah, yang pertama adalah IMBT.

IMBT hadir ebagai produk keuangan syariah sebagai jalan keluar dari praktek
riba. Tujuan akhir dari IMBT adalah perpindahan kepemilikan. Dalam jual-beli jika
seseorang memiliki uang cukup maka dia akan membeli barang tersebut misalnya
rumah secara cash. Tetapi kondisi zaman hari ini, untuk memiliki sesuatu contohnya
rumah sangatlah susah, karena harga jual yang mahal. Tentu saja jalan yang diambil
adalah kredit. Tetapi dalam jual beli kredit dimungkinkan riba (karena tidak semua
kredit riba), oleh karena itu maka solusinya adalah merakayasa akad.

Akad yang direkayasa adalah akad ijarah (sewa) dengan akad tambahan jual

beli atau hibah. Tujuan rekayasa akad ini adalah kemaslahatan tidak terjerumus

7Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Ildm al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, (Kairo: Maktabah Ibn
Taimiyyah, t.t.),j. 3, h. 153
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kepada praktek riba. Adapun Syarat dan rukun yang berlaku bagi akad ijarah, berlaku

juga bagi IMBT (Nomor: 27/DSN-MUI/111/2002) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pihak yang melakukan al-ljarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan
akad ljarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli
atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ljarah selesai.

b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ljarah adalah wa'd (
e 5 11'), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka
harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ljarah
selesai.

Dari syarat di atas terlihat bahwa: pertama, janji atau wa’d adalah hal
terpenting dalam rekayasa akad ijarah menjadi IMBT, tanpa adanya wa’d, maka akad
IMBT tidak akan terbentuk; kedua, ijarah yang disertai wa’d adalah al-makharij
(hillah) sebagai alternative untuk masuk kedalam akad pemindahan kepemilikan
karena bisa saja kepemilikan bisa dilakukan dengan akad jual beli kredit. Tetapi yang
menjadi poin pentingnya adalah bahwa karakter kredit adalah jangka waktu dan
jangka waktu ini yang menjadi sebab timbulnya bunga yang tinggi. Maka jangka
waktu tersebut dirubah menjadi sewa karena sewa intinya adalah perpindahan
manfaat dengan jangka waktu. Hillah tersebut diambil untuk mencari kemaslahatan
terhindar dari riba. Riba adalah kemudaratan/bahaya dan kemudaratan harus
dihilangkan dan ketiga, akad jual beli secara cash/hibah menjadi landasan
kepemilikan penuh atas objek yang disewakan karena harga pokok dan marjin
keuntungan sudah terpenuhi selama akad ijarah ditempuh.

Helah dalam pembentukan akad IMBT memberikan keringan (kemaslhatan)
kepada masyarakat, metode hilah yang dipakai oleh DSN MUI dalam fatwa Nomor:
27/DSN-MUI/111/2002 menerapkan metode  al-makharij min al-maza’ig Abu
Hanifah. Dalam konteks ini helah dimaksudkan untuk menghindari praktek riba dan
memberikan jalan keluar kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan.
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Kedua, pembentukan produk keuangan syariah dalam fatwa DSN no 42/DSN-
MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card. Fatwa ini dengan tegas menyatakan
bahwa penggunaan kartu charge card dinyatakan kebolehannya dengan syarat harus
mengikuti ketentuan syariah yang secara detail diungkap pada beberapa hal yang
dijabarkan point berikutnya.

Pada ketentuan umum, fatwa menjelaskan tentang pengertian kata-kata kunci
dalam fatwa ini. Hal ini tentunya dilakukan untuk menghindari salah pengertian dan
dapat menimbulkan kesalah pahaman antar para pihak terkait. Tampaknya, melalui
ketentuan umum ini, fatwa sudah mulai mengarah pada penerapan hilah pada point-
point selanjutnya.

Dalam masalah akad, fatwa ini memberikan ketentuan dua macam transaksi
dengan masing-masing menggunakan dua akad sekaligus. Akad pertama adalah akad
dalam transaksi pemegang kartu melalui merchant saat belanja barang tertentu.
Dalam kaitan ini, akad yang ditentukan adalah akad kafalah wa al-ijarah . Dalam akad
ini, sangat tampak penggunaan hilah untuk menetapkan kebolehannya. Sebab, dalam
hadis yang dijadikan salah satu landasan fatwa ini, tegas disebutkan bahwa kafalah
boleh dilakukan pada hutang yang sudah terjadi. Hal ini juga disebutkan dalam
banyak penjelasan terkait dengan kafalah, salah satunya dalam kutipan pernyataan
yang diungkap dalam kitab I'anat al-Thalibin sebagaimana dikemukakan dalam fatwa.

Dalam transaksi pengambilan tunai, fatwa ini menentukan jenis akadnya
dengan menggunakan akad al-gqardh wa al-ijarah. Dalam akad ini pun demikian jelas
penggunaan hilah-nya. al-Qardh akad pinjaman, termasuk uang, untuk dimanfaatkan
dan dikembalikan seperti semula. Ini berarti tanpa ada tambahan apapun. Dalam
kasus ini akad ijarah sangat identik sebagai akad hilah untuk mendapatkan ziyadah
pada akad kafalah dan qard, walaupun nantinya kedua akad ini tidak ta’aluq
(berkaitan) namun akibat dari hukum fatwa ini bisa mengarahkan umat dalam

pengambilan ziyadah dalam hutang, berpedoman pada kaedah asasi menolak
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kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat maka produk syariah

change card harus di kaji lebih lanjut dan lebih mempertimbangkan metode sad az-
zhariah menutup jalan (transaksi) yang bisa menimbulkan kemudharatan.
Kasus diatas hampir sama dengan produk gadai emas dan talangan haji fatwa
DSN: Talangan Haji Qard Dan ljarah Nomor: 29/Dsn-Mui/Vi/2002, Gadai Emas
Rahn Dan ljarah Nomor: 26/Dsn-Mui/lii/2002. Kedua produk keuangan syariah ini
menjadikan ijarah sebagai hilah untuk menadapatkan ziyadah (tambahan atau
keuntungan) dalam akad hutang, walaupun disyaratkan kedua akad tidak ta’aluq
(berkaitan langsung) namun ini akan menjerumuskan umat kedalam riba bahkan
mudharat. Berpedoman kepada kaidah asasi menolak kemudharatan harus
dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil manfaat dalam pembentukan
akad-akad baru. Metode hilah seperti dalam fatwa mengenai gadai emas dan talangan
haji tidak sesuai dengan figh muamalah karena bertentangan dengan hadis
calug &R e e Al
ljarah kalau dikaji secara mendalam termasuk katagori jual beli manfaat,
maka sesuai dengan hadis ini ijarah dan gard tidak relefan dan tidak sah untuk
digabungkan menjadi satu akad. Di bursa komoditas sesuai dengan fatwa DSN no:
82/dsn-mui/viii/2011, lebih identik dengan bay al-‘inah dimana menggabungkan jual
beli dan jula beli yang terorganizir, jual beli al’inah ini dilarang karena sebagai helah

untuk melagalkan dan menjadi modus untuk mendapatkan riba.

KESIMPULAN

Inovasi pengembangan produ ksyariah melalui FATWA DSN MUI hybrid
contract smerupakan keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan akan produk transaksi
di bidang keuangan syari’ah, hybrid contracts yang ada pada produ kkeuangan
syariah mendapat legitimasi dari FATWA DSN MUI. Namun ada beberapa dalil yang
secara khusus menerangkan tentang penggabungan beberapa akad dalam beberapa
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konteks saja seperti menggabungkan jualbeli dengan jualbeli (bay al-’inah), bay

dengan garddan lain sebagainya.

Dari beberapa produk keuangan syariah ada sebagian hybrid contracts yang
bertentangan dengan nash dan lebih identik kepada helah ziyadahribawi, sepertiga
dari ema smenggunakan akad rahndanijarah, talangan haji menggunkan akad
garddanijarah, dan di pasar komudita ssyariah lebih menyerupai bay

al-‘inahataupuntawarugmunazom yang menjadi helahribawi
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